BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pemaparan bab-bab sebelumnya, maka dapat direduksi beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap Untuk Penertiban
Bengkel Umum

Bengkel umum yang semakin menjamur di Kabupaten Cilacap ini
didasarkan atas semakin banyaknya pengendara kendaraan bermotor
diwilayah Kabupaten Cilacap, dengan semakin banyaknya jumlah
kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap pada akhirnya membuka
peluang bagi sebagian orang untuk membuka usaha dibidang bengkel
demi memenuhi tuntutan kebutuhan pengendara motor. Dengan
banyaknya bengkel umum ini kemudian membuat pemerintah Kabupaten
cilacap untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang penertiban penyelenggaraan bengkel umum di
Kabupaten Cilacap.

Peraturan daerah tentang bengkel umum dibuat agar keberadaan
bengkel umum dapat tertata dengan rapih, dan bengkel umum illegal dapat
ditertibkan. Peraturan daerah tersebut akan dapat membantu dalam
menjaga persaingan usaha karena perizinan bengkel umum dapat
terkontrol sehingga konsumen yang ada dapat dilindungi oleh perda

tersebut jika terjadi masalah dengan bengkel yang legal dan dapat diawasi
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oleh pemerintah setempat. Selain itu dari peraturan daerah yang ada akan
dapat menata keberadaan bengkel umum agar tidak menggannggu

ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar.

. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam

Penertiban Bengkel Umum

Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3
tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan
informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten
Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten
Cilacap belum dapat dikatakan bisa efektif, hal ini karena dilihat dari
masih banyaknya bengkel umum yang tidak berijin pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap. Tidak
adanya dampak yang signifikan ini dipengaruhi oleh kurangnya
kemampuan serta SDM dalam melaksanakan penertiban. Sehingga hal ini
kemudian mengakibatkan implementasi kebijakan berjalan kurang
maksimal.

Selain itu masih lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan sedikit
banyak menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. tidak
adanya pelibatan pihak lain juga turut memperparah kendala dalam

implementasi kebijakan tersebut.
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3. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan tentang

Penyelenggaraan Bengkel Umum

Hambatan yang terjadi dalam waktu setahun ini adalah belum bisanya
pemerintah untuk menyusuri setiap tempat di Cilacap dikarenakan faktor
kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang luas. Selain itu, kurangnya
kemampuan sumber daya manusia yang ada turut menjadi hambatan dalam

kebijakan tersebut.

B. SARAN

Penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis

memberikan masukan sebagai berikut:

l.

Untuk Pemerintah Kabupaten Cilacap

Melakukan penunjukkan dinas-dinas atau lembaga-lembaga lain guna
mendampingi atau membantu Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pembenahan dari segi sumber daya manusia diperlukan supaya dapat
memaksimalkan lagi implementasi dari peraturan bupati terkait penertiban
bengkel umum, masalah-masalah yang datang diharapkan dapat dijadikan
sebagai kajian baru serta dipelajari lagi apa yang kurang serta melakukan

komunikasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

89



3. Untuk penelitian selanjutnya
Diharapkan dapat mengumpulkan data baik dari wawancara, dokumentasi,
atau observasi lebih mendalam dan melakukan pengambilan sampel lebih
luas lagi sehingga diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta lebih dari
yang ada dalam penelitian ini serta memperbaiki teori-teori yang ada

dalam penelitian ini dengan teori-teori yang lebih baik lagi.
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